




A. Latar Belakang 
Peranan pajak bagi negara sangat menentukan kelancaran roda 
pemerintahan dan keberhasilan pembangunan negara. Pemerintah terus berbenah 
dan melakukan upaya agar sistem perpajakan di Indonesia lebih baik. Hal yang 
sedang menjadi topik perbincangan ditengah masyarakat Indonesia pada tahun 
2016 lalu adalah penerapan kebijakan tax amnesty (pengampunan pajak) setelah 
pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. 
Program pengampunan pajak (tax amnesty) merupakan salah satu  program yang 
dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberi pengampunan terhadap wajib pajak 
yang melakukan pelanggaran dimasa lalu. Kebijakan yang dikeluarkanpun adalah 
kebijakan yang berlaku nasional sehingga perlu diketahui dan dipahami oleh 
seluruh masyarakat Indonesia. 
Manfaat yang diberikan dari tax amnesty untuk masyarakat biasa sama 
seperti yang didapat  kalangan atas. Mulai dari bebas dari pajak penghasilan, tidak 
terkena sanksi administrasi, tidak terkena pidana pajak. Bahkan ke depan, wajib 
pajak tersebut tidak lagi mengalami pemeriksaan penyidik pajak karena bebas dari 
pidana pajak dengan membayar 2% dari aset bersih yang mereka laporkan. 
Adapun manfaat untuk negara adalah adanya penambahan subjek dan objek pajak 
karena selama ini banyak warga Indonesia yang belum mendaftar. Alhasil, dapat 
menambah pendapatan negara dari sektor pajak kedepannya. 
Salah satu upaya menyukseskan program tax amnesty, pemerintah 
melakukan penyebarluasan informasi melalui sosialisasi yang cukup gencar pada 
berbagai daerah, pemangku kepentingan dan lapisan masyarakat pada umumnya. 
Pemerintah terus berupaya seluas-luasnya mensosialisasikan program 
kebijakan tax amnesty. Tentunya kegiatan sosialisasi dan publikasi yang 
dilakukan oleh pemerintah mengenai tax amnesty tersebut tidak terlepas dari 
peran humas itu sendiri dalam mempromosikan program-program pemerintah.  
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Adapun kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dilakukan dengan 
dua cara yaitu pertama, sosialisasi langsung yang merupakan kegiatan sosialisasi 
perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib 
Pajak. Kedua, sosialisasi tidak langsung yang merupakan kegiatan sosialisasi 
perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi 
dengan peserta. Disamping itu, kegiatan-kegiatan seperti pembuatan iklan layanan 
masyarakat, pemasangan spanduk/ banner/ billboard dan sejenisnya, penyebaran 
pesan singkat, aksi simpatik turun ke jalan, pojok pajak/ mobil keliling, dan 
konsultasi perpajakan merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan akan 
tetapi tidak tergolong sebagai kegiatan sosialisasi perpajakan. 
Fenomena ini menarik untuk diteliti karena Direktorat Jenderal Pajak 
untuk memberikan pengampunan terhadap wajib  pajak atau pembayar pajak 
masih diwarnai dengan pro dan kontra dari berbagai pihak. Kehadiran tax amnesty 
didorong oleh rendahnya penerimaan negara dari pajak. Adapun program tax 
amnesty telah dilaksanakan tiga kali, yaitu ditahun 1984, 2008 dan tahun 2016 
lalu yang berakhir Maret 2017 ini. Pelaksanaan ditahun 1984 merupakan 
kegagalan bagi program tersebut karena pelaksanaannya tidak efektif. Sedangkan  
pada tahun 2008, beberapa perubahan sempat tampak dengan pertambahan 
dengan 5,6 juta wajib pajak baru, namun setelah itu tingkat kepatuhan wajib pajak 
stagnan dan realisasi penerimaan wajib pajak turun. Selain itu banyak pihak yang 
kontra, karena kebijakan ini perlu kajian yang mendalam untuk dilakukan seperti 
kekuatan hukum, sistem administrasi yang harus memadai untuk mendorong 
wajib  pajak  lebih  mudah membayar pajak dan kajian lainnya.
1
 
Program pengampunan pajak atau tax amnesty dinilai melenceng dari ide 
awal pembuatannya. Dimana program ini awalnya untuk menjaring dana dari 
pengusaha, perorangan, dan korporasi yang menyembunyikan atau melarikan 
hartanya ke luar negeri, namun fakta di lapangan saat ini rakyat biasa juga 
menjadi sasaran pemerintah. Dari sisi inilah, kita dapat memahami kegalauan 
yang sekarang menjangkiti sebagian anggota masyarakat yang merasa kecewa atas 
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berjalannya proses tax amnesty. Pengampunan pajak yang sejak awal di 
dengungkan untuk memulangkan dana-dana atau aset milik orang Indonesia yang 
disimpan di luar negeri, sekarang mengarah kepada semua WP (Wajib Pajak) 
secara massif, sehingga menimbulkan kegelisahan dan merasa takut dikejar aparat 
pajak. 
Merujuk kepada Kota Pekanbaru, sosialisasi tax amnesty dilakukan oleh 
berbagai instansi pemerintahan, perbankan dan bahkan gubernur Riau ikut 
berpartisipasi mengajak masyarakat ikut serta dalam program tax amnesty ini. Hal 
tersebut untuk mendukung program pemerintah agar masyarakat taat membayar 
pajak sesuai dengan ketentuan yang diterapkan dan manfaat yang akan didapatkan 
khususnya masyarakat Kota Pekanbaru. Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman 
mengatakan bahwa Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan program Tax Amnesty 
dari pemerintah tahun ini akan merugi karena tax amnesty ini hanya sekali, tidak 
ada lagi program ini di waktu-waktu mendatang.
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Dari 12 Kecamatan di Kota Pekanbaru, Kecamatan Tampan memiliki 
jumlah wajib pajak tertinggi jika dibandingkan 12 kecamatan lainnnya. 
Sedangkan potensi pajak tertinggi berada di Kecamatan Marpoyan Damai. 




Jumlah Wajib Pajak dan Potensi Pajak 
No. Kecamatan Jumlah Wajib Pajak Potensi Pajak 
1 Tampan 57.999 Rp 11,4 miliar 
2 Marpoyan Damai 35.010 Rp 13,8 miliar 
3 Payung Sekaki 32.621 Rp 10,2 miliar 
4 Bukit Raya 25.707 Rp 6,4 miliar 
5 Tenayan Raya 38.260 Rp 5,6 miliar 
6 Pekanbaru Kota 6.394 Rp 4,6 miliar 
7 Lima Puluh 8.610 Rp 4,1 miliar 
8 Senapelan 7.258 Rp 3,4 miliar 
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9 Sukajadi 7.526 Rp 2,5 miliar 
10 Rumbai Pesisir 18.673 Rp 2,1 miliar 
11 Kecamatan Sail 3.913 Rp 1,6 miliar 
12 Rumbai 14.196 Rp 3,4 miliar 
Sumber: Data Statistik Wajib Pajak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) 2015 
Kemudian, Kecamatan Tampan adalah salah satu Kecamatan yang 
berkembang sangat pesat dengan jumlah penduduk yang besar yaitu 176.580 
orang. Dari bidang sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Tampan pekerjaan 
yang ditekuni lebih besar pada bidang perdagangan sebesar 26.152 orang disusul 
pada bidang jasa sebesar 11.399 orang. Disisi lain jumlah sarana perekonomian di 
Kecamatan Tampan terdapat 28 Bank, 3.820 warung/toko/kios dan 2 pasar besar 
yang beroperasi setiap harinya. Aspek ekonomi diatas tentunya menjadi suatu 
indikator melihat kesejahteraan masyarakat dan objek wajib pajak didalamnya.
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Karena sosialisasi tax amnesty dinilai bisa menjadi celah untuk 
meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, 
dengan kata lain kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan subyek pajak 
maupun obyek pajak. Subyek pajak dapat berupa kembalinya dana-dana yang 
berada di luar negeri, sedangkan dari sisi obyek pajak berupa penambahan jumlah 
wajib pajak. Selain itu , untuk melihat ketertarikan atau kesetujuan masyarakat 
pada penerapan program pemerintah, dengan mengetahui sikap masyarakat umum 
akan memberikan gambaran bahwa sosialisasi yang telah dilakukan cenderung 
diketahui oleh masyarakat atau tidak dan cenderung mendapatkan dukungan atau 
tidak kepada pemerintah. 
Oleh karena itu, berdasarkan dari latar belakang yang penulis paparkan, 
penulis tertarik ingin mengetahui seberapa besar sikap masyarakat Pekanbaru 
khususnya masyarakat Kecamatan Tampan dalam program tax amnesty karena 
Kecamatan Tampan adalah salah satu kawasan di daerah Pekanbaru yang sangat 
pesat kemajuan penduduk dan ekonominya.Adapun judulnya adalah „Sikap 
Masyarakat Kecamatan Tampan terhadap Program Sosialisasi Tax Amnesty 
diKota Pekanbaru.‟ 
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B. Penegasan Istilah 
Penelitian ini akan mudah dipahami dan menghindari terjadinya 
penyimpangan dan kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, peneliti 
merasa perlu memberikan penegasan dan penjelasan terhadap beberapa istilah 
yang digunakan pada judul penelitian ini: 
1. Sikap 
Sikap atau attitude oleh Kreitner dan Kinicki didefenisikan sebagai suatu 
kecenderungan yang dipelajari untuk merespon dengan cara menyenangkan atau 
tidak menyenangkan secara konsisten berkenaan dengan objek tertentu.
5
 Artinya 
sikap mempengaruhi kita dalam berperilaku pada tingkat yang berbeda-beda atau 
mempengaruhi perilaku tergantung situasi kondisi. 
2. Masyarakat Kecamatan Tampan 
Masyarakat berasal dari kata musyrak (arab) yang artinya bersama-sama, 
kemudian berubah menjadi masyarakat yang artinya berkumpul bersama, hidup 
bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya 
mendapatkan kesepakatan  menjadi masyarakat (Indonesia).
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Jadi, masyarakat adalah suatu daerah dari kehidupan sekelompok orang 
yang ditandai oleh adanya hubungan atau aktivitas sosial yaitu Masyarakat 
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru 
3. Program Sosialisasi Tax Amnesty 
Tax Amnesty adalah kebijakan penghapusan pajak yang seharusnya 
terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang 
perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan 
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1. Identifikasi Masalah 
Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini sebagai berikut: 
a. Kebijakan tax amnesty terhadap masyarakat atau pembayar pajak masih 
diwarnai dengan pro dan kontra dari berbagai pihak sehingga perlu 
dilihat kembali sikap masyarakat yang sesungguhnya. 
b. Informasi mengenai tax amnesty masih belum keseluruhan diketahui oleh 
masyarakat umum. 
c. Sikap masyarakat mengenai tax amnesty yang disosialisasikan. 
2. Batasan Masalah 
Untuk menghindari ruang lingkup yang luas, maka penulis membatasi 
masalah yang akan diteliti. Adapun dalam penelitian ini penulis hanya membahas 
pada sikap masyarakat Kecamatan Tampan terhadap program sosialisasi Tax 
Amnesty di Kota Pekanbaru. Sikap masyarakat yang diteliti adalah pada 
masyarakat Kelurahan Delima RW 005. 
3. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka dapat dikemukakan 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah „Bagaimana sikap masyarakat 
Kecamatan Tampan terhadap program sosialisasi Tax Amnesty di 
KotaPekanbaru?‟ 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Untuk mengetahui sikap masyarakat Kecamatan Tampan terhadap 
program sosialisasi tax amnesty di Kota Pekanbaru. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Secara Akademis 
1) Sebagai tugas akhir mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana (S1) 
pada jurusan ilmu komunikasi UIN Suska Riau. 
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2) Sebagai sarana untuk dapat mengembangkan teori-teori yang telah 
dipelajari dalam ilmu komunikasi khususnya dalam konsentrasi public 
relations. 
3) Dapat digunakan sebagai referensi dan rujukan bagi penelitian lain dalam 
rangka pegembangan dan memperkaya kajian ilmu komunikasi lebih 
lanjut. 
 
b. Secara Praktis 
1) Dapat memberikan gambaran umum hasil program yang dilakukan oleh 
pemerintah bagi kesejahteraan rakyatnya dan evaluasi mengenai 
sosialisasi tax amnesty di kota Pekanbaru. 
2) Peneliti dapat menerapkan ilmu yang telah didapatkan pada perkuliahan 
serta menambah wawasan peneliti dalam dunia praktisi public relations. 
 
E. Sistematika Penulisan 
Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami dan menelusuri dari 
tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulian dalam beberapa bab dan 
sub-sub bab yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Pada pendahuluan ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, 
Penegasan Istilah, Pemasalahan, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, 
dan Sistematika Penulisan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Tinjauan pustaka berisi tentang teori, kajian terdahulu, defenisi 
konsepsional atau operasional variabel dan hipotesis 
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan 
waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, 
uji validitas, dan teknik analisa data. 
BAB IV : GAMBARAN UMUM 
Berisi tentang gambaran umum subyektif penelitian 
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BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan 
BAB VI : PENUTUP 
Berisi tentang kritik dan saran yang membangun untuk kemajuan 
yang akan datang 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
DOKUMENTASI 
 
 
 
 
 
 
 
